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PERJANJIAN KINERJA 
TAHUN 2025 

 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : JIMMY ALRAN M. SIMBOLON, S.E., M.Si. 

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan  

     Permukiman Kabupaten Bantul 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : Bupati Bantul  

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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LAMPIRAN 1 

TABEL KINERJA 

TAHUN 2025 

 

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Jabatan : Plt. Kepala Dinas 

Tahun Anggaran : 2025 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Meningkatnya 

kualitas sarana dan 

prasarana publik 

Tingkat 

Kemantapan 

Jalan 

Persen 79,66 I - 

II - 

III - 

IV 79,66*) 

Rasio 

bangunan 

gedung yang 

laik fungsi 

Persen 0,55 I - 

II - 

III - 

IV 0,55*) 

Rasio luas 

daerah irigasi 

kewenangan 

kabupaten 

yang dilayani 

oleh jaringan 

irigasi 

Persen 81,45 I - 

II - 

III - 

IV 81,45*) 

Penduduk 

berakses air 

minum layak 

Persen 90,75 I - 

II - 

III - 

IV 90,75*) 

Penduduk 

berakses 

sanitasi layak 

Persen 96,95 I - 

II - 

III - 

IV 96,95*) 

2. Meningkatnya 

kualitas kawasan 

permukiman 

Penanganan 

kawasan 

kumuh 

Persen 56,25 I - 

II - 

III - 

IV 56,25*) 

 

Keterangan: 

 
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 
anggaran sebagai berikut: 
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No Nama Program Anggaran 

1.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Rp.   17.335.389.868 

2.  Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Rp.   19.662.610.421 

3.  Program Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum 

Rp.   20.149.487.888 

4.  Program Pengembangan Sistem dan 

Pengolahan Persampahan Regional 

Rp.     4.072.867.000 

5.  Program Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah 

Rp.   11.186.262.042 

6.  Program Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Drainase 

Rp.     3.405.296.000 

7.  Program Penataan Bangunan Gedung Rp.     1.403.156.980 

8.  Program Penyelenggaraan Jalan Rp.   61.448.828.895 

9.  Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rp.     1.108.280.644 

10.  Program Pengembangan Perumahan Rp.     3.977.209.792 

11.  Program Kawasan Permukiman Rp.     1.324.787.400 

12.  Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kumuh 

Rp.     1.040.000.000 

13.  Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum (PSU) 

Rp.     4.965.037.824 

14.  Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana 

Keistimewaan) 

Rp.        315.538.350 

 Jumlah Anggaran Rp. 151.394.753.104 

 

 

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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LAMPIRAN II 
PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2025 

Uraian Sasaran 1 : 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik 

adalah upaya daerah dalam memperbaiki, meningkatkan kondisi dan mengembangkan 
fasilitas serta infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat umum sesuai dengan yang 
menjadi kewenangannya. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 
Undang-Undang ini mengatur mekanisme perencanaan pembangunan nasional, yang salah 
satunya meliputi penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana 
publik yang mendukung kebutuhan masyarakat. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana publik di tingkat lokal, termasuk 
kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk masyarakat. Peraturan 
Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Tingkat 

Kemantapan 

Jalan 

Menggambarkan sejauh 

mana kondisi jalan kabupaten 

telah memenuhi standar yang 

ditetapkan untuk mendukung 

mobilitas, aksesibilitas, dan 

konektivitas antar wilayah. 

Hal ini mencerminkan kualitas 

pelayanan publik di sektor 

infrastruktur. Dengan 

memprioritaskan perbaikan 

dan pemeliharaan jalan, 

pemerintah daerah dapat 

memastikan pengembangan 

wilayah yang berkelanjutan 

dan inklusif. 

(Jumlah panjang jalan 

kabupaten dalam 

kondisi mantap) + 

(Jumlah Panjang jalan 

desa dalam kondisi 

mantap) / (Jumlah total 

panjang jalan 

Kabupaten dan jalan 

desa)*100% 

Perubahan 

Rencana 

Strategis 

DPUPKP 

Tahun 2021-

2026 

2 Rasio 

bangunan 

gedung yang 

laik fungsi 

Kualitas infrastruktur 

bangunan Gedung dapat 

ditilik dari rasio bangunan 

gedung laik fungsi yang ada di 

daerah. 

Jumlah bangunan 

Gedung (kecuali rumah 

tunggal dan rumah 

deret sederhana) yang 

laik fungsi) / Jumlah 

bangunan gedung 

(kecuali rumah tunggal 

dan rumah deret 

sederhana) 

Perubahan 

Rencana 

Strategis 

DPUPKP 

Tahun 2021-

2026 
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No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

3 Rasio luas 

daerah irigasi 

kewenangan 

kabupaten/ko

ta yang 

dilayani oleh 

jaringan 

irigasi 

Kualitas infrastruktur berupa 

jaringan irigasi dapat dilihat 

dari rasio luas daerah irigasi 

kewenangan kabupaten yang 

dilayani oleh jaringan irigasi. 

(Luas irigasi 

kewenangan kabupaten 

yang dilayani oleh 

jaringan irigasi yang 

dibangun (ha), 

ditingkatkan (ha), 

direhabilitasi (ha), 

dioperasi dan dipelihara 

(ha) di tahun eksisting) / 

(Luas daerah irigasi 

kewenangan kabupaten 

)*100% 

Perubahan 

Rencana 

Strategis 

DPUPKP 

Tahun 2021-

2026 

4 Penduduk 

berakses air 

minum layak 

Peningkatan akses penduduk 

terhadap air minum di 

Kabupaten Bantul, didukung 

oleh pelaksanaan kegiatan 

berupa peningkatan/ 

perluasan SPAM jaringan 

perpipaan di Kawasan 

perkotaan dan Kawasan 

perdesaan pada Program 

Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

(SPAM). 

(Jumlah penduduk 

dengan akses terhadap 

sumber air minum yang 

terlindungi dan 

berkelanjutan) / (Jumlah 

penduduk 

seluruhnya) x100% 

Perubahan 

Rencana 

Strategis 

DPUPKP 

Tahun 2021-

2026 

5 Penduduk 

berakses 

sanitasi layak 

Peningkatan akses penduduk 

terhadap Penyediaan 

pengelolaan air limbah 

domestik di Kabupaten 

Bantul, didukung oleh 

pelaksanaan kegiatan berupa 

peningkatan/perluasan 

SPALD Setempat, SPALD 

Terpusat Skala Permukiman 

maupun SPALD Terpusat 

Skala Kota 

(Jumlah penduduk 

dengan akses sanitasi 

yang layak) / (Jumlah 

total penduduk) * 100% 

Perubahan 

Rencana 

Strategis 

DPUPKP 

Tahun 2021-

2026 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

Tingkat 
Kemantapan 

jalan 

79,66% Target tersebut sesuai dengan dokumen Perubahan 
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan 

dan Kawasan Permukiman periode Tahun 2021-2026. 
Capaian Tingkat kemantapan jalan tahun 2023 sebesar 
64,57%, dan realisasi tahun 2024 adalah 64,98%. Target 

tahun 2025 telah meningkat dari realisasi tahun 2024. 
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Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

Rasio 
bangunan 

gedung yang 
laik fungsi 

0,55% Target tersebut sesuai dengan dokumen Perubahan 
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan 

dan Kawasan Permukiman periode Tahun 2021-2026. 
Capaian Rasio bangunan gedung yang laik fungsi tahun 
2023 sebesar 7,36%, dan realisasi tahun 2024 sebesar 
0,38%. Hal ini dikarenakan ada Pendataan Pemetaan 

Jumlah Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2024. 

 

Rasio luas 
daerah irigasi 
kewenangan 
kabupaten/ 

kota yang 
dilayani oleh 
jaringan 
irigasi 

81,45% 
 
 
 

 
 
 
 

Target tersebut sesuai dengan dokumen Perubahan 
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan 
dan Kawasan Permukiman periode Tahun 2021-2026. 
Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 80,66%, dan 

realisasi tahun 2024 sebesar 80,74%. Target tahun 2025 
telah meningkat dari realisasi tahun 2024. 

Penduduk 
berakses air 
minum layak 

90,75% Target tahun 2025 pada dokumen Perubahan Rencana 
Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 
Kawasan Permukiman periode Tahun 2021-2026 
sebesar 85,98%. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 
90,63%. Target tahun 2025 pada dokumen PK sudah 

melebihi dari capaian tahun 2024. 

Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja 
serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan 
pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off 
Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala 

Saba 

Penduduk 
berakses 
sanitasi layak 

96,95% Target tersebut sesuai dengan dokumen Perubahan 
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan 
dan Kawasan Permukiman periode Tahun 2021-2026. 
Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 86,82%, dan 

realisasi tahun 2024 sebesar 92,86%. Target tahun 2025 
telah meningkat dari realisasi tahun 2024. 

Uraian Sasaran 2 : 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatnya kualitas kawasan permukiman adalah 

merujuk pada upaya peningkatan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat yang 

mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sasaran ini umumnya menjadi 

bagian dari agenda pembangunan pemerintah daerah atau nasional untuk memastikan 

kawasan permukiman layak huni, aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Yang di 

dalamnya terdapat beberapa elemen yaitu peningkatan infrastruktur dasar berupa 

penyediaan atau peningkatan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan akses jalan di 

Kawasan permukiman. Kemudian adanya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang 

mencakup mencakup rehabilitasi atau perbaikan rumah yang tidak memenuhi standar layak 

huni. Penataan Kawasan Kumuh dengan mengurangi atau menghilangkan kawasan kumuh 

melalui program revitalisasi, seperti peningkatan infrastruktur lingkungan, penyediaan ruang 

terbuka hijau, dan pengelolaan permukiman yang lebih baik. Dasar hukum dalam mencapai 

kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman yang layak huni, tertib, terencana, dan berkelanjutan. Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Perumahan dan Permukiman) 

yang mempermudah proses penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, 

termasuk penanganan kawasan kumuh dan perbaikan kualitas permukiman. Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul. Tujuannya adalah mewujudkan 

tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, dengan memperhatikan 

keterbatasan lahan dan peningkatan jumlah penduduk. Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 

Tahun 2022 yang menetapkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026. Tujuannya adalah 

mencegah pertumbuhan kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas perumahan serta 

permukiman yang ada. 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Penanganan 

kawasan 

kumuh 

Peningkatan 

pengembangan, 

pemeliharaan 

permukiman 

berbasis 

masyarakat 

(partisipatif) 

Jumlah penanganan 

kawasan kumuh 

sampai dengan Tahun n 

dibagi dengan jumlah 

kawasan kumuh 

kali 100% 

Perubahan Rencana 

Strategis DPUPKP 

Tahun 2021-2026 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja Target Penjelasan 

Penanganan 
kawasan 
kumuh 

56,25% Target tahun 2025 dokumen Perubahan Rencana 
Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 
Kawasan Permukiman periode Tahun 2021-2026 

sebesar 42,36. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 
56,04%. Target yang ditetapkan dalam dokumen PK 
sudah melampaui dari capaian tahun 2024. 

Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja 
serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan 
pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off 

Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala 
Saba 
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